
 

 

 

 

BUPATI PATI 

PERATURAN BUPATI PATI 

NOMOR 13 TAHUN 2013 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 6 TAHUN 2013  

TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  

BELANJA DAERAH KABUPATEN PATI   

TAHUN ANGGARAN 2013 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

BUPATI PATI, 

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (2) Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 disebutkan 

bahwa ”Perubahan APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) 

kali dalam 1 (satu) tahun anggaran kecuali dalam keadaan 

luar biasa”; 

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 162 ayat (2) dan ayat (3) 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

disebutkan bahwa ”dalam keadaan darurat yang belum 

tersedia anggarannya pemerintah daerah dapat 

menggunakan belanja tidak terduga; 

 

 

SALINAN 



 

c. bahwa sesuai dengan ketentuan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan 

APBD Tahun Anggaran 2013, Hal-Hal Khusus Lainnya 

Nomor 12 disebutkan bahwa ”Kegiatan lain di luar tanggap 

darurat yang didanai melalui belanja tidak terduga 

dilakukan dengan pergeseran anggaran dari belanja tidak 

terduga ke belanja SKPD, dengan terlebih dahulu Kepala 

Daerah menetapkan kegiatan yang akan didanai dari 

belanja tidak terduga dengan keputusan kepala daerah dan 

diberitahukan kepada DPRD paling lama 1 (satu) bulan 

terhitung sejak keputusan dimaksud ditetapkan”; 

d. bahwa Pemerintah Kabupaten Pati belum mengalokasikan 

dana untuk kegiatan pengamanan Pemilihan Gubernur 

Jawa Tengah Tahun Anggaran 2013 di tingkat PPS dan 

PPK; 

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan  huruf d perlu 

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan 

Peraturan Bupati Pati Nomor 6 Tahun 2013 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2013; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak 

Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia  Nomor 3312) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  3569); 

 

 



 

 

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 

76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 

105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4755); 

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4286); 

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4400); 

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

 



 

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234);  

13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang 

Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011 tentang 

Perubahan Ketigabelas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 

Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 

24); 



 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  

4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 

tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan 

Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2006 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4712); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4502); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang 

Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4574); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4575); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 



 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang 

Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 

Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4585); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 

25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4614); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 

Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata 

Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013; 



 

28. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 23 Tahun 2007 

tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2007 Nomor 23, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 21); 

29. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2013 

tentang Penyertaan Modal Daerah (Investasi) Ke Dalam 

Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa 

Tengah dan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat 

Bank Kredit Kecamatan Pati pada Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2013 

(Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2013 Nomor 1); 

30. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2013 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Pati Tahun 2013 Nomor 3); 

31. Peraturan Bupati Pati Nomor 6 Tahun 2013 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah 

Kabupaten Pati Tahun 2013 Nomor 26); 

MEMUTUSKAN  : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS  

PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG 

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  

DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN ANGGARAN 2013. 

Pasal  I 

Beberapa ketentuan Peraturan Bupati Pati Nomor 6 Tahun 

2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah 

Kabupaten Pati Tahun 2013 Nomor 26) diubah sebagai berikut : 

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi  

sebagai berikut : 

Pasal  1 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati 

Tahun Anggaran 2011 terdiri atas  : 



 

1. PENDAPATAN 

a. Pendapatan Asli Daerah Rp  134.961.821.000,00 

b. Dana Perimbangan  Rp 1.085.387.490.000,00 

c. Lain-Lain Pendapatan yang sah Rp 374.442.913.000,00 

Rp 1.594.792.224.000,00 

2. BELANJA  

a. Belanja Tidak Langsung   

1) Belanja Pegawai  Rp. 1.035.009.442.000,00 

2) Belanja Bunga Rp.  0,00 

3) Belanja Subsidi  Rp.  0,00 

4) Belanja Hibah  Rp.  45.436.822.000,00 

5) Belanja Bantuan Sosial  Rp.  5.572.510.000,00 

6) Belanja Bagi Hasil  Rp.  3.080.589.000,00 

7) Belanja Bantuan Keuangan Rp. 82.852.828.000,00 

8) Belanja Tidak Terduga   

- semula Rp. 2.885.796.000,00 

- berkurang Rp. 75.100.000,00  

Belanja Tidak Terduga  menjadi Rp. 2.810.696.000,00 

   Rp. 1.174.762.887.000,00 

b. Belanja Langsung   

1) Belanja Pegawai 

- semula Rp. 46.474.455.000,00 

- bertambah Rp. 72.170.000,00 

Belanja Pegawai menjadi Rp. 46.546.625.000,00 

2) Belanja Barang dan Jasa   

- semula Rp. 300.821.055.000,00 

- bertambah  Rp. 2.930.000,00 

Belanja Barang dan Jasa menjadi Rp. 253.211.435.000,00 

3) Belanja Modal                     Rp. 253.211.435.000,00 

   Rp.   600.582.045.000,00 

Jumlah Belanja   Rp.1.775.344.932.000,00 

(Defisit)                    (Rp. 133.796.769.000,00) 

 



 

3. PEMBIAYAAN  : 

a. Penerimaan                            Rp. 204.993.708.000,00 

b. Pengeluaran                           Rp.    24.441.000.000,00 

Jumlah Pembiayaan Netto        Rp. 180.552.708.000,00 

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp 0,00 

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi  

sebagai berikut : 

Pasal  2 

Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2013, sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I 

Peraturan Bupati ini. 

3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi  

sebagai berikut : 

Pasal  3 

(1) Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2013, sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam 

Lampiran II Peraturan Bupati ini. 

(2) Rincian lebih lanjut pada lampiran Peraturan Bupati 

ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang 

mengalami perubahan pada Satuan Kerja Perangkat 

Daerah (SKPD) : 

a. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan 

Masyarakat. 

Belanja pada Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan 

Perlindungan Masyarakat mendapatkan tambahan 

alokasi untuk Program Dukungan Kelancaran 

Penyelenggaraan Pemilu, Kegiatan Penyediaan 

Operasional Penyelenggaraan Pemilu sebesar Rp. 

75.100.000,00. 
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b. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset 

Daerah (PPKD). 

Belanja Tidak Terduga pada Dinas Pendapatan, 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKD) 

digeser ke Belanja Langsung Kantor Kesatuan 

Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat untuk 

mendukung  pelaksanaan Kegiatan Penyediaan 

Operasional Penyelenggaraan Pemilu sebesar          

Rp 75.100.000,00. 

Pasal II 

Peraturan Bupati Pati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan.  

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Pati. 

 

Ditetapkan di Pati 

pada tanggal 18 Mei 2013 

BUPATI PATI, 

     Ttd. 

 HARYANTO 

 

Diundangkan di Pati 

pada tanggal 18 Mei 2013          

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,  

       Ttd. 

                 DESMON HASTIONO 

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2013 NOMOR 121 

 

 


